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PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KABRUFATEN BARTTO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam upsava peonanegulangan kemiskinsn malea
pemernteh, pemorintah dasrah baik provinsi  mapit
kabupaten tclah berpartisipasi aktl dalem melaksanokan
program  perlindungan  sosial  den penangoulangan
kermiskinan:

hahws dzlam rangka meningkatkan kessiphieraan $oslal
ckonomi masyarskat misking, pengnatan  kelembagaan
sosial  ekohomi  mesysrekat  serta  mclaksanakan
percepatan peimbtangnan daerah tertinggal dalam upaye
mencapal  masverakal  Tndopesia yang sejahtera,
demokratis dan  berkeadilen maka perlu  percepatan
penanginilanzan kermiskinan Di Kabupaten Barito Kuala;

Lia}rwvg berdasarkan portimbangnn schagaimana
dithaksud dalam burnf a dom huruf b, maka perha
diteiaplean Persturan Bupati Barito Kusla tenlang
Percepatan  Penanggulangen Heomiskinan Dikabupaien
Barito Kuels;

Undang-Undany, Nomor 27 Tahun  1959%  tentang
Fenciapan Undang-Undang Darurat Nomar 3 Tahun 1953
tcntang Pembentukan Dacrah Tingkat 1T di Kalimantan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Momor Y} sebagal Undang-Undang [Lembaran Negara
Fepublik indoncsia Tahun 1959 Nomor 72, Tambohan
Lembtaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Momor 40 Tahnn 2004 tentang Sistemn
Jaminan Sosial Wasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2004 Nowor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Undang-Undang Nomeor 11 Tabun 2008 tentang
Kesgjahteraan Sosial  [Lembaren  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tamhshan Lembaran
Negsre Republik Indonesia Nomor 4087);



4, Undang-Undang Nomor 13 Tashun 2011 tenlang
Penanganan Fakir Miskin [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2011 Momor #32, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 8235);

5. Undong Undong MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembsran  Wegara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegarn Republik Indonesis Nomor 5587 Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terukhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 ‘Tahun 2015 tentang tetitang Peruhahan
Redua Atas Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2014
tentung Pemerintohan Daerah  {Lembaran  Negare
Republik Todonesia Tohun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5679];

&, Peroturan Progiden Momotr L5 Tahuaa 2010 tentang
Mercepatan Penanggubingan Kemiskinann;

7. Inetrulsi Presiden Nomar 3 Tehun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan,

B. Peraturan Daerah Kabupaten Barite Kuuwla Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Tata Ketja DNinasdinazs  Kabupaten Barito Kuula
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010

Nomor 16,
MEMUTUGEAN .
Menetaplkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
FENANCGULANGAN HKEMISKEINAN DI EABUPATEN DBARITO
KIJALA,

BAB 1
KETENTUAN UMLUM

Pasal ]

Dialam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kebupaten Bario Kuala

2. Pomerintah Dlacrah adalah Bupati dan Pevangkar Daserah sebagai wasur
penyclengpara pemernintahan dacrah.

3. Bupati adadah Bupall Barito Koads,

4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi adalah Dinas Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

5, Percepatan  penengmiiangan  kemizskinan adalah  sustu upaya  yang
dilakukan Pemeriniah  Daersh Ksbupaten Baritc Kuala untuk
menpalasi/ mensngeulangt. masyaraket dan keluarga  dan kondis
kemiskinan dalam bentuk kebfjakan, program dan kegiatan pemberdayaan,
penddampingan, serla Bailitas vntuk memenuhi kebutuhan dasar setiap
WO DEEAT,



AT Y

G, T Koordinas Penasggulangan RKemiskinan Dagrah selanjutnya disin
TEPKED adulah [orum Totes pelakwe 3 Kebupsten Barito Kuela yang
berfungsl schagal wadsh koordinasi serta pengjaman  kebijalan den
PrOgram-PrErdm penanpyulansan kemiskinan.

BAR L
TUJUAN AN MANFAAT

Fasal 2

Tujuan  dilaksanakannya  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di

Habwipaicn Balio Fuala aniars lain adalah -

a. Memingkatlkan partisipasi swasta;

b. Terlaksananya pemberian bantuan Corporate Social Resporsibility (CSR)
kepada keluarga miskm;

¢. Terlaksananya pelatthan keluarga miskin,

4. Terlaksenanya pemberian pinjaman dana tanpa bunga uniuk pengadant
pupuk bersubsidi bagi kelnargs misldn

e. Terbitnva kebijakan percepatan penangpulangan kemiskinan;

f. Terlaksonanya sosializad kehdizfran perocpatan RENAN R lAttEan
Teermiglingn;

g Menurunnya angks rumah langga sangat miskin,

te. Terviptanys perubaban mindsel dan prilaloo keluarga miskin

Prasal 3

i1 Muofoai derl oovast gagasan porababen ol Jibseapkan dapar memberikan
manfaal baik bagl inlernal maupun eksiernal onganisas,

(2} Manfaat internal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adadah :

a. Tersedianyn aturan yong dapat dijadiken pedoman dalam percepatan
pengentasan kemiskinan.

b. Target group pengentazan kemiskinan makin terfokus.

. Data Rumah Tangga Sangat Miskin [RTSM] yvang mendapatkan Program
Eehinrga Harapas (PRH) di Kabupaten Barito Kuala dati tabun ke taboan
cenderung mengalami penirunean

d. Perubehan mimicdsel dan prilaku RTSM menugu EMS semakin bark

(3] Maulaai cksicmrmal schagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah
#, Kourdinast dalam pengentasan kemiskinan antar SKPD akan sermnakin
terarah dan malcsimal
b. Kemitraan dengan pihak ketizga mefslui dana Corporate  Social
Responsibility (CSR) semakin baik dan terarsh serta mielaini ikatan
ketia
¢. Tingkat kepedulian stake heolder untuk penpgentasan kemiskinan
sermnalin tingp.
AT TIT
PENYUSUNAN STRATEGT DAN PROGREAM KEGIATAN

Pasal 4

(1] Permerintah  Dacrall  menyuswl  slrdlepl  peroepalan  penanggaiangain
leemiskinan.



(2} Peoyusunan  strategi | porcopatan | penanggulangan kcmiskinan
e imana  dimalksud pada ayat (1) berkoordinesl dengan selhuruah
pemangku kepentingan.

[3) Straregi pereepatan penanggnlangan  kemiskinan sebegsimana dimalkesud

pada oyar (1) menjadi pedomen penyusunan program penangealangan
kemiskinan pada sctiap SKPD,

Paxal 5

ngam uniuk Falkir Misldn meliputi ;
Banlusn peididikan;

Bantuan pertunian;

Bantuan modal uzaha;

Bantiian peningkatan ketrampilan,

apgp

Pozal &

(1} Program Pensurangan Pckerja Anak - Program Kcluarga Harapan [PPA-
FKH) dengan sasaran dari kepiatan ini adalah peleerja anaks yang berada di
Wikweah Kabnipaten Barito Kuala yang putus sekolah dan sedang bekerja
membania kehidupan leluarganvs, melipad *:

a. Orang tusmva miskin sehinggs belum mendapatkan pendidikan formal
maupun mformal,

b. Anuk yang putus sekolah dar? keluarga miskin atan yang tidak mampm
menyelesaikan pendidikannya,

() Program PPA PEKH ni jugs mendapat dukungsn dan pibak ketigs melalud
dana Corporate Sccial Responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan yang
diterikan berupa Scpeda, Kelengkapan Sekotah dll

Pasal 7

Kredit pupuic tinpa bunga scbagai upsya mengoptimatkan guna moadaphathkan
hasit perianian dengen memberikan pinjaman dana tanpa bunga untuk
penpedaan pupuk bersubsidi khususnyva kepada keluarga sangat miskin
sehingga penghasilan mereka saat panen dapal meningket dan tidak terlilil
dengan hutang,

Pasal &

(1) Pelatihan ketrampilan berusaba vang dilaksanakan untuk memberdayakan
tenaga kerja di perdesasn untuk menambah penghasilan warga selain
sebagai petani yaitu denpsn membuka lapangan weaha senditi pasca
pelatihan.

2] Pelatihan kelrampilan berusaha untuk mm.gluangi angka pengangguran
dan sefengah menganggur di dacroh, vadlu melalyi pelatihan kctrampilan
berusaha bapl masyvarakeat misldn melalul ke@amn ketrampilan  yang
scsuai dengan kemampuian masing-masing seperli; keteampilan menjahit,
perbengkelan, otomatif | salonfrias penganlen.



Paszal 9

{1 Pragram BAWA TAS |BAca nl-WAgiah TiAp Sere) adalah  program anluk
meningkatkan keimanan dan lketogwaan peserta terhadap Tubsn Yang
Maba Esa den mendukung  keberhasilan pemerintah dalam menganglat
torad hadup masvaralat peneoens Poogoadin PEKH.

(2] Program BAWA TAS (BAca al-WAgmh TiAp Sure) diharapkan adanya
kesadaran dari dirl pribadi peseris penerima program i sendit untuk
maju, salah satunya adalah dengan metode pengembengan dird dan
perubahan mindset peserta PRH untuk biza hidup lebih oiaju dan mandiri.

BAB IV
HAK DAN KEWAIIBAN

Pesal 10

il] Setiap woarga berhak untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam
scilap proscs dan penctapun kebijakan publik, aktivitas ponyclongearasn
pemerintahan dan  kegialan  pembangunan, sehingga  lebih  aspiradif,
trasparan dan alnmiabel.

(2} Setiap wargs berhalk untuk mendapatlkan kescmpatan dan kemudahan
vang soma delam rangke mengembanskan kenidupsnnya agar kebih
bermartabat.,

CAB Y
PELAKSANAAN

Pzl 11

[1} Pelakssnann percepatan penangulangan kemizkinan dilaksanakan aecara
bertahap, torpadu dan  konsisten  sesusl  skela  priositas  dengan
memperimbanpkan kemampuan keuangan daerah,

(2} Pelaksanaan percepatan penangulangan kemiskinan dilakeanakan oleh
SKPLD yeng mempunyei kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sesuai program sehageimana dimalesud delam Pasal 5.

(3] Pelaksanaan petlindungan dan pemberdaysan fakir miskin dan anak
terlantar dikourdinasiltan oleh Tim Koordinas Pepangpulangan Kemiskinan
Dacrah fTEPEDY.

BAB VI
TiM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAICRATT

Faza: 12

{11 TKPED dibentuk dglam rangka efektifitos dan eficiensi penanggulangan
wemiskinan dengan Keputusan Bupati.

f2) THPKD webapgawmansa dimabksud pade avar (1) terdivi davi 8KPD terlait
dengan dums usehs, Perguruan Tinggi, Organiaasi Non Pemerntah
[ORNOP| serta pemangku kepentingsn luinnya.



13 TRPEKD mempunyal fogss melskoman langkab-langkah kenkmt unisk
mempercepat pembangunan jomlah fakic miskin melalul koordinasi den
asinkronisasi  penyosunan  dan  pelaksanaan  penajaman kebijakan
penanggulangan kemiskinan.

{4} Untuk melaksanakan tuges schagaimans disnakand pada ayvat (3], TEPED
menyelenegparakan funes :
a. Koordinasi dan sinkrenisasi penyusunsn dan pelaksanasan petajaman
Eebijakzn penangeulanesn kemiskinan;
b. Pemantauan pclakssnasn peonenggulemgen hemoskinen  sesual
karakteristik den potensi daerah;dan
c. Brvaluasi dan laporan pelaksanaan penangpulangan kaniskinan.

BAaD Vil
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALLUIAS]

Pazal 17
balam rangka pengawasan, pelakssnasn  penanganan penanggulengan
kemiskinan, pemerintah daerah membangun sislem monitoring dan evehiasi
yang terpadu.

Pasal 14

TEFKD melakukan pengawazan. monitoring dan evaluasi serta menyusun
laperan peloksanasn penanggualangan kemiskinan.

Pasal 13

TEPKD menyampaikan Laporan  ‘l'ahunan Pelaksanasn  Program
Penangenlangsn Kemiskinan kepada Bupati dan Cubermur.

BAE VTII
ANGGARAN

Pazsal 16

Selunuh biava yang kegiatan percepatan penangeolangsn kemiskinan i
Kabupatsn Barito Kuala dircncanakan berasal dord;

1. Dansa Banluan pihak ketiga Corporate Social Responsibility (CSRY;

2. APBD Knbupoten Barite Kuala;

3. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.



BAB X
KETENTUAN PENUILUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal divndangkan,
Apgor setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran

Bupa#i ini dengan procmpatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Barito
Kuala,

Diretaph=n di Marabehan
pads tanggal 11 Juli 2016

BLPATT RARTTO KUALA,

Diundatgken di Marabahan
pada tanggal 138 Jul 2016

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KARUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 26



